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PEMERINTAH KOTA SEMARANG 

PROVINSI JAWA TENGAH 

PERATURAN WALIKOTA SEMARANG 

NOMOR 70 TAHUN 2020 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SEMARANG NOMOR 63 TAHUN 2017 

TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG 

NOMOR 8 TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF 

PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

WALIKOTA SEMARANG, 

 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemenuhan hak keuangan dan 

administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah Kota Semarang yang berkaitan dengan 

tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi 

dengan memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, 

rasionalitas dan standar harga yang berlaku serta 

sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Semarang 

Nomor 8 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan 

Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah, maka Peraturan Walikota Semarang 

Nomor 63 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan 

Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2017 

tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan 

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah perlu ditinjau 

kembali; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan 

Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan 

Walikota Semarang Nomor 63 Tahun 2017 tentang 

Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Semarang 

Nomor 8 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan 

Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah; 
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Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam 

Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa 

Barat Dan Daerah Istimewa Jogjakarta; 

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang 

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 

tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 

Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6398); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 

telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- 

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 

Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang 

Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2017 

Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6057); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang 

Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 22, 

Tambahan Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  

Tahun 2018 Nomor 6197); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 
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8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang 

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor  12 

Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- 

undangan (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  

Tahun 2014 Nomor 199); 

9. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2006 

tentang Pengelolaan Keuangan Daerah  (Lembaran 

Daerah Kota Semarang Tahun 2007 Nomor 1 Seri E, 

Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 1) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah 

Kota Semarang Nomor 5 tahun 2013 tentang Perubahan 

Atas Peraturan Daerah Kota Semarang  Nomor  11  

Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2013 Nomor 5, 

Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 83); 

10. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2017 

tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan 

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran 

Daerah Kota Semarang Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan 

Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 130); 

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan 

Atas Peraturan Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  80  

Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum 

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 

Nomor 157); 

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 
tentang Pengelompokan Keuangan Daerah Serta 
Pelaksanaan Dan Pertanggungjawaban Dana Operasional 

(Berita  Negara  Republik  Indonesia  Tahun   2017 
Nomor 1067); 

13. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota 

Semarang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang (Berita 

Daerah Kota Semarang Tahun 2018 Nomor 71) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang Nomor 1 

Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang Nomor 1 

Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah Kota Semarang (Berita Daerah Kota 

Semarang Tahun 2019 Nomor 52); 
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14. Peraturan Walikota Semarang Nomor 63 Tahun 2017 

tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota 

Semarang Nomor 8 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan 

Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kota Semarang 

Tahun 2017 Nomor 63); 

 

MEMUTUSKAN: 
 
 

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN WALIKOTA SEMARANG NOMOR 63 TAHUN 2017 

TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH 

KOTA SEMARANG NOMOR 8 TAHUN 2017 TENTANG HAK 

KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH. 

Pasal I 

 
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Semarang Nomor 63 Tahun 2017 

tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota  Semarang  Nomor  8  

Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2017 

Nomor 63) diubah sebagai berikut: 

 
1. Ketentuan ayat (2) Pasal 17 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: 

 
Pasal 17 

 
(1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan tunjangan perumahan dalam 

bentuk uang yang dibayarkan setiap bulan. 

(2) Besarnya tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

ditetapkan sebagai berikut: 

a. Ketua DPRD : Rp. 30.000.000,00/bulan; 

b. Wakil Ketua DPRD : Rp. 24.000.000,00/bulan; 

c. Anggota DPRD : Rp. 21.500.000,00/bulan. 

(3) Tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) 

tidak dapat diberikan, apabila telah tersedia rumah negara dan 

perlengkapannya bagi Pimpinan dan Anggota DPRD. 

 
2. Ketentuan ayat (2) Pasal 18 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: 

 
Pasal 18 

 
(1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan tunjangan transportasi dalam 

bentuk uang yang dibayarkan setiap bulan. 
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(2) Besarnya tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

ditetapkan sebagai berikut: 

a. Ketua DPRD : Rp. 16.000.000,00/bulan; 

b. Wakil Ketua DPRD : Rp. 12.750.000,00/bulan; 

c. Anggota DPRD : Rp. 12.000.000,00/bulan. 

(3) Tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) 

tidak dapat diberikan, apabila telah tersedia kendaraan dinas jabatan bagi 

Pimpinan dan Anggota DPRD. 

 
Pasal II 

 
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Semarang. 

 

Ditetapkan di Semarang pada 

tanggal 22 September 2020 

WALIKOTA SEMARANG, 
 

 ttd 
 

   HENDRAR PRIHADI 

Diundangkan di Semarang pada 
tanggal 22 September 2020 

   SEKRETARIS DAERAH KOTA SEMARANG, 

 
                           ttd 

             ISWAR AMINUDDIN 
 

BERITA DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2020 NOMOR 70




